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ABSTRAK

Pengaruh Besar Pagu dan Revisi Anggaran Terhadap
Penyerapan Anggaran pada Satker-Satker
Pemerintah Pusat di Kota Palembang

Oleh:
Marini

Keterlambatan penyerapan anggaran berdampak pada terlambatnya
pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomis dalam pengelolaan keuangan Negara,
dan terhambatnya peluang investasi pemerintah. Pada tahun anggaran 2010 dan
2011, penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat semester pertama masing-
masing baru sebesar 29,88% dan 30,40% dari pagu anggarannya. Hal ini berarti
bahwa lebih dari 50% penyerapan anggaran belanja terutama belanja barang dan
belanja modal menumpuk di semester kedua. Beberapa penyebab yang dapat
mempengaruhi keterlambatan dalam penyerapan anggaran ini adalah besarnya
pagu anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan revisi anggaran yang
dilakukan oleh masing-masing satker. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah
membuktikan secara empiris pengaruh besar pagu dan revisi anggaran terhadap
penyerapan anggaran pada satker-satker pemerintah pusat yang terdapat di Kota
Palembang.

Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja pemerintah pusat yang
berada di wilayah kerja KPPN Palembang. Karena pertimbangan atas data yang
dapat diakses yaitu data tahun 2013, maka teknik penarikan sampel dalam
penelitian ini adalah metode sensus yaitu jumlah sampel adalah jumlah populasi.
Teknik analisis yang digunakan analisis regresi berganda yang didahului dengan
pengujian data outlier, analisis statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik
agar model regresi memenuhi syarat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).
Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel besar pagu tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan variabel revisi
anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satker-
satker pemerintah pusat di Kota Palembang.

Kata kunci: Pemerintahan, Revisi Anggaran, Besar Pagu, Penyerapan
Anggaran
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ABSTRACT

The Influence of Platform Size and Budget Revision on the Financial
Absorption (Expenses) by Working Units of the Central Government in
Palembang

By:
Marini

Late use of budgeted expenses can cause economic growth to slow down,
economic losses in the management of the state money, and hindrance to
incoming investments. In 2010 and 2011, the financial absorption (expenses)
pointed to 29,88% and 30,40% respectively compared to the targeted sums. This
means that over 50% of the expenses were not spent for the budgeted goods and
the unspent expenses were accumulated in the second semester. Such late
implementation was due to the fact that the platform sizes did not match to buy
necessary goods and revisions of the budgeted expenses were made by each
working unit.

The population of this research was all working units of the Central
Government under KPPN Palembang (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Palembang). The sample focused on the data of 2013, that is, the sample obtained
was equal to the number of population. This research used the multiple regression
analysis. The outlier data were first analyzed and tested in order to fulfil the
criteria of BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). The research results show
that the platform sizes did not have a significant influence on the absorbed
spending whereas the budget revision did so.

Key words: Government, budget revision, platform size, absorption.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan dalam manajemen
keuangan negara mulai tahun 2003 yang ditandai dengan dikeluarkannya paket
undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No.17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Sejak
ditetapkannya tiga paket undang-undang keuangan negara tersebut, pengelolaan
keuangan negara diharapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ketiga
paket undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan
keterbukaan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara
dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara.

Dalam struktur dan format APBN berdasarkan UU No. 17/2003,
belanja negara meliputi belanja-belanja yang digunakan untuk keperluan
penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat, dan untuk pelaksanaan perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut
organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Jenis belanja meliputi belanja pegawali,
belanja barang, belanja modal, belanja pembiayaan bunga utang, belanja subsidi,

belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan belanja



untuk pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
yaitu berupa transfer ke daerah dalam bentuk pengeluaran/alokasi anggaran
berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang
ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah, dan berupa dana otonomi khusus
dan penyesuaian yang meliputi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

Belanja Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh masing-masing K/L yang
merupakan entitas pengelola anggaran Pemerintah. Eksekusi belanja Pemerintah
pusat menurut organisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang disusun berdasarkan
tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Sesuai dengan prinsip let the
managers manage, setelah reformasi manajamen keuangan negara, setiap K/L
bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan,
mempertanggungjawabkan dan melaporkan realisasi anggaran belanja yang
dikelolanya. (LKPP, 2011:38)

Untuk mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat
pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan belanja negara yang
dinamis dan terjadwal. Mengingat fungsi anggaran negara sebagaimana tersebut
dalam UU No. 17/2003 adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan
ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara yang mencakup
penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan
dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai

tujuan bernegara.



Anggaran dialokasikan kepada Kementrian Negara/Lembaga. Adapun
sepuluh K/L yang memperoleh alokasi anggaran terbesar adalah: Kementerian
Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan,
Kementerian Agama, Kepolisian Negara RI, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pendidikan Nasional tetap merupakan
kementerian yang memperoleh alokasi anggaran terbesar, walaupun untuk
peringkat kedua diduduki oleh Kementerian Pekerjaan Umum setelah di tahun
sebelumnya ada di peringkat ketiga setelah Kementerian Pertahanan.(LKPP,
2011:38)

Meskipun Undang-Undang tentang Keuangan Negara telah dihasilkan
sebelas tahun yang lalu, dan perangkat undang-undang tentang perbendaharaan
negara yaitu UU No. 1 tahun 2004 telah dipraktekan dalam sepuluh tahun terakhir
ini, namun masalah lambatnya penyerapan dana APBN oleh kementerian
negara/lembaga dan satker-satker di bawahnya masih saja  terus
terjadi.Berdasarkan data yang penulis himpun dari Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) tahun anggaran 2010 dan 2011, realisasi belanja pemerintah pusat
yang sebagian dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga maupun dana yang
ditransfer ke daerah berupa dana perimbangan, belum mencerminkan persentase
yang baik berdasarkan periode per semester. Data tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut ini:



Tabel 1.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja ke Daerah
Semester | dan 11 TA 2010 dan 2011

(dalam triliun rupiah)

c . REALISASI BELANJA

PAGU PAGU

BELANJA TA TA SEMESTER | SEMESTER Il **)

2011*) | 2010%) TA 2011 TA 2010 TA 2011 TA 2010

REALISASI % REALISASI % REALISASI % REALISASI %

Belanja

Pemerintah

Pusat 836,578 | 781,533 | 254,278 | 30,40 | 233,529 | 29,88 | 883,721 | 97,30 697,406 | 89,24

1. Belanja

Pegawai 180,824 | 162,659 80,394 | 44,46 73,091 | 45,00 | 175,737 | 95,46 148,078 | 91,04

2. Belanja

Barang 137,849 | 112,594 32,271 | 23,41 29,261 | 25,98 | 124,639 | 87,57 97,596 | 86,68

3. Belanja

Modal 135,854 95,024 20,289 | 14,94 16,372 | 17,23 | 117,854 | 81,52 80,287 | 84,49

4.

Pembayaran

Bunga Utang | 115,209 | 105,650 46,688 | 40,52 43,397 | 41,07 93,261 | 87,50 88,383 | 83,66

5. Subsidi 187,624 | 201,262 61,967 | 33,03 51,733 | 25,70 | 295,358 | 123,86 | 192,707 | 95,75

6. Belanja

Hibah 771 243 36 | 4,69 - - 300 | 70,42 70 | 28,78

6. Belanja

Bansos 63,183 71,172 11,871 | 18,79 18,789 | 26,40 71,104 | 91,79 68,611 | 96,40

7. Belanja

Lain-lain 15,260 32,926 759 | 4,97 884 | 2,68 5,465 | 38,21 21,672 | 65,82

Belanja ke

Daerah: 392,980 | 344,612 | 182,537 | 46,45 | 161,600 | 46,89 | 411,324 | 99,71 344,727 | 100,03

1. Dana

Perimbangan | 334,324 | 314,363 | 164,521 | 49,21 | 153,805 | 48,92 | 347,246 | 99,92 316,711 | 100,75

a. Dana Bagi

Hasil 83,558 89,618 25,865 | 30,96 29,434 | 32,84 96,908 | 100,14 92,183 | 102,86

b. Dana

Alokasi

Umum 225,532 | 203,606 | 131,502 | 58,31 | 117,699 | 57,80 | 225,533 | 100,00 | 203,571 | 9,98

c. Dana

Alokasi

Khusus 25,232 21,138 7,153 | 28,35 6,671 | 31,56 24,803 | 98,30 20,956 | 99,14

2.Dana

Otsus &

Peny. 58,656 30,249 18,016 | 30,72 7,794 | 25,76 64,078 | 98,63 28,016 | 92,62

a.Dana

Otsus 10,421 9,099 3,126 | 30,00 2,413 | 26,52 10,421 | 100,00 9,099 | 100,00

b. Dana

Penyesuaian 48,234 21,150 14,889 | 30,87 5,381 | 25,44 53,657 | 98,37 18,916 | 89,44

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester | dan Il TA 2011 dan 2010
*) Pagu Anggaran Semula
**) Persentase realisasi Semester 11 bukan hasil perbandingan dengan pagu anggaran semula,
melainkan hasil perbandingan dengan pagu anggaran perubahan.(APBN-P)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran belanja

pemerintah pusat semester pertama tahun anggaran 2010 dan 2011 masing-masing




hanya sebesar 29,88% dan 30,40% dari pagu anggarannya, dan penyerapan
belanja ke daerah masing-masing sebesar 46,89% dan 46,45%. Sedangkan sampai
dengan akhir tahun anggaran 2010 dan 2011, penyerapan belanja pemerintah
pusat masing-masing sebesar 89,24% dan 97,30% dari pagu anggaran
perubahannya, dan penyerapan belanja ke daerah masing-masing sebesar 100,03%
dan 99,71%.

Pada semester pertama tahun anggaran 2010, rendahnya persentase
penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat (29,88%) lebih disebabkan karena
terlalu rendahnya realisasi belanja oleh kementerian negara/lembaga (K/L) yaitu
belanja barang (25,98%), belanja modal (17,32%), belanja hibah (0%), bantuan
sosial (26,40%), dan selebihnya adalah belanja lain-lain (2,68%), Sedangkan
rendahnya persentase penyerapan anggaran belanja ke daerah lebih disebabkan
karena rendahnya penyerapan Dana Bagi Hasil (32,84%), Dana Alokasi Khusus
(31,56%), dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (25,76%).Pada semester
kedua atau akhir tahun anggaran 2010, meskipun belanja pemerintah pusat secara
keseluruhan mencapai 89,24%, tetapi realisasi oleh kementerian negara/lembaga
berupa belanja barang (86,68%) dan belanja modal (84,49) masih terbilang
rendah.

Sama halnya dengan semester pertama tahun 2010, rendahnya
persentase penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat (30,40%) pada semester
pertama tahun anggaran 2011, juga lebih disebabkan karena terlalu rendahnya
realisasi anggaran oleh kementerian negara/lembaga dalam bentuk belanja barang

(23,41%), belanja modal (14,94%), belanja hibah (4,69%), dan belanja bantuan



sosial (18,79%), selebihnya adalah belanja lain-lain (4,97%). Sedangkan
rendahnya persentase realisasi anggaran belanja ke daerah lebih disebabkan
karena rendahnya penyerapan Dana Bagi Hasil (30,96%), Dana Alokasi Khusus
(28,35%), dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (30,72%).Pada semester
kedua atau akhir tahun anggaran 2011, meskipun realisasi belanja pemerintah
pusat secara keseluruhan mencapai 97,30%, tetapi realisasi belanja modal
(81,52%), belanja hibah (71,42%) dan belanja lain-lain (38,21%) masih terbilang
rendah.

Salah satu contoh belanja pemerintah pusat yang diharapkan dapat
segera dilaksanakan adalah belanja modal. Kondisi yang diinginkan belanja modal
tersebut dapat segera dilaksanakan pada awal tahun sesuai dengan tujuan
perencanaan yaitu agar dampak positifnya dapat segera dirasakan pada tahun
berjalan. Namun pada kenyataannya, penyerapan belanja modal di awal tahun
sangatlah rendah. Dampak dari hal ini adalah timbulnya kesenjangan antara
kondisi yang diinginkan dengan realita yang ada.

Setelah dianalisis lebih lanjut, beberapa penyebab yang mungkin dapat
mempengaruhi  keterlambatan dalam penyerapan APBN khususnya oleh
kementerian Negara/lembaga berdasarkan kajian singkat yang telah dilakukan
oleh Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) atas
7 Kementerian/Lembaga (K/L) terbesar pengelola belanja antara lain adalah
permasalahan internal K/L, persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa,

dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, dan persoalan lain-lain



seperti adanya peningkatan alokasi belanja K/L pada saat terjadi perubahan APBN
sebagaimana tertuang dalam APBN-P.

Pada aspek dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, hasil
kajian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul bersifat legal
administratif. Seperti, rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan TOR,
RAB, data pendukung, usulan kegiatan yang dibatasi (antara lain pengadaan
kendaraan dan pembangunan gedung), penggunaan PHLN yang belum efektif
(loan agreement belum ditandatangani atau belum ada nomor register),
pemanfaatan PNBP yang tidak sesuai dengan dasar hukum penggunaan PNBP,
kegiatan yang memerlukan ijin kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan
belum dilengkapi dokumen pendukung.

Revisi dokumen anggaran (DIPA) mencapai 2.047 per Juni 2010 yang
disebabkan antara lain karena perencanaan anggaran yang kurang baik di KI/L,
tambahan pagu, pergeseran antar bagian anggaran, kesalahan bagan akun standar,
dan lain-lain. Dengan adanya proses dalam melengkapi dokumen anggaran
apabila terjadi revisi tersebut, maka dampaknya juga akan berakibat pada
terlambatnya proses penyerapan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah disebutkan
sebelumnya,maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Pengaruh Besar Pagu dan Revisi Anggaran terhadap Penyerapan

Anggaran pada Satker-satker Pemerintah Pusat di Kota Palembang”.



1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
perumusan yang dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah:
1. Apakah terdapat pengaruh besar pagu (X;)terhadap penyerapan anggaran
(YY) satker-satker pemerintah pusat di Kota Palembang?
2. Apakah terdapat pengaruh revisi anggaran (X;) terhadap penyerapan

anggaran (Y) satker-satker pemerintah pusat di Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas,
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris
pengaruh besar pagu dan revisi anggaran terhadap penyerapan anggaran pada

satker-satker Pemerintah Pusat yang terdapat di Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak
yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Secara Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat turut mengembangkan disiplin Akuntansi
Pemerintahan atau Akuntansi Publik. Disamping itu juga dapat dijadikan

bahan rujukan bagi mereka yang berminat melakukan penelitian lanjutan



yang lebih mendalam tentang akuntansi pemerintahan atau akuntansi
publik khususnya yang terkait dengan masalah penyerapan anggaran.

Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar pengetahuan tentang
konsep dasar dalam menentukan rencana anggaran dan dapat
diimplementasikan secara optimal pada lingkungan pemerintah guna
mencapai hasil yang diinginkan.

BagiPembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang proses penyusunan
anggaran yang baik konseptual implementasinya serta wawasan mengenai
hal-hal yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam proses

penyerapan realisasi anggaran serta solusinya.

1.5. Sistematika Skripsi

BAB |

BAB Il

Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan skripsi.

TINJAUAN PUSTAKA



BAB Il

BAB IV

BAB V

10

Bab ini berisi tinjauan teori yang digunakan penulis sebagai dasar
pembahasan masalah, kajian penelitian terdahulu, serta pemaparan

atas kerangka pemikiran dan hipotesis sementara yang ada.

METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, sumber

data, dan metode analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai analisis terhadap data-data yang
diperoleh selama penelitian dan pembahasan mengenai hasil dari

pada pengolahan data yang telah dianalisis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang
telah dilakukan serta berisi saran-saran yang menjadi alternatif bagi

objek penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Anggaeni, Shenny 2012. Hubungan Penyusunan Anggaran Belanja Modal
dengan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Modal” .Skripsi. Jakarta:
Universitas Pendidikan Indonesia

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penditian, Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: Bina Aksara.

Carsdiawan, Didi. 2009. Mengungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan
Anggaran Belanja Pemerintah. Diambil pada tanggal 17 Oktober 2012
dari http://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap-
penyebab-|ambatnya-penyerapan-anggaran-bel anj a-pemerintah/

Denis, Anda. 2011. Pengaruh Perbedaan Tata Kelola Keuangan Perusahaan di
Suatu Negara. Diambil pada tanggal 17 Oktober 2012 dari
http://andamifardelawordpress.com/2011/04/10/pengaruh-perbedaan-tata-
kel ol a-keuangan-perusahaan-disuatu-negara/

Departemen Keuangan RI. 2008. Modul Keuangan Negara

Ditjen Perbendaharaan.2009. Modul Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja.
Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Dwi, Adrianus dan Sri Lestari. 2010. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya
Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. Diambil pada
tanggal 9 Oktober 2012 dari
http://www.kemenkeu.go.id/ind/Data/Artikel/Kementerian_|embaga.pdf

Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Kementerian Keuangan RI. 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited
Tahun 2010.

. 2011. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun

2011.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Y ogyakarta: Andi

Misbahuddin dan Igbal Hasan. 2013. Analisis Data Penelitian dengan Statistik
Edis Ke-2. Jakarta: Bumi Aksara


http://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap-penyebab-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah/�
http://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap-penyebab-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah/�
http://andamifardela.wordpress.com/2011/04/10/pengaruh-perbedaan-tata-kelola-keuangan-perusahaan-disuatu-negara/�
http://andamifardela.wordpress.com/2011/04/10/pengaruh-perbedaan-tata-kelola-keuangan-perusahaan-disuatu-negara/�
http://www.kemenkeu.go.id/ind/Data/Artikel/Kementerian_lembaga.pdf�

Murtini. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan
Realisasi Anggaran Departemen Perindustrian Republik Indonesia
Periode 2008.Thesis. Jakarta: Universitas Bina Nusantara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 94/ PMK.02/2013 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelashan Rencana Kerja dan Anggaran
K ementerian/L embaga.

Renyowijoyo, Muindro. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba,
Edis 2. Jakarta: MitraWacana Media

Santoso, Singgih. 2002. Buku Latihan SPSS Satistik Multivariat. Jakarta: PT
Elex Media Komputindo

Sodik, Jamzani. (2007). Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi
Regiona: Studi Kasus Data Panel di Indonesia Jurna Ekonomi
Pembangunan, Volume 12(1), April 2007: 27-36

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Toni. 2011. Permasalahan Penyerapan Anggaran (Studi Kasus KPPN Bandung
l). Diambil pada  tanggal 9 Oktober 2012 dari
http://toni pabayo.bl ogspot.com/2011/07/permasal ahan-penyerapan-
anggaran-studi.html

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

Wibisono, Kunto. 2012. Perpres 70 Percepat Belanja Modal. Diambil pada
tanggal 17 Oktober 2012 dari
http://www.antaranews.com/berita/ 329167/kemenkeu-perpres-702012-
percepat-bel anja-modal

. Dampak Penghematan Terhadap Realisas Anggaran KI/L.
Diambil pada tanggal 17 Oktober 2012 dari
http://www.anggaran.depkeu.go.id/

65


http://tonipabayo.blogspot.com/2011/07/permasalahan-penyerapan-anggaran-studi.html�
http://tonipabayo.blogspot.com/2011/07/permasalahan-penyerapan-anggaran-studi.html�
http://www.antaranews.com/berita/329167/kemenkeu-perpres-702012-percepat-belanja-modal�
http://www.antaranews.com/berita/329167/kemenkeu-perpres-702012-percepat-belanja-modal�
http://www.anggaran.depkeu.go.id/�

